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Abstract 

 

Tax is a primary source of state revenue that plays a crucial role 

in financing development, public services, and maintaining 

economic stability. One of the most impactful taxes is Value Added 

Tax (VAT). In 2025, the Indonesian government increased the VAT 

rate from 11% to 12% under the Law on Harmonization of Tax 

Regulations (UU HPP), triggering diverse public reactions. This 

study examines how Kompas.com frames the issue of the 12% VAT 

increase. This research employs a descriptive qualitative approach 

using Robert N. Entman’s framing analysis, which includes 

defining problems, diagnosing causes, making moral judgments, 

and suggesting solutions. The primary data consist of ten 

Kompas.com news articles published between December 2024 and 

January 2025. The findings reveal that the coverage emphasizes 

proximity, conflict and controversy, and prominence. Kompas.com 

frames the VAT policy as a legitimate government decision while 

highlighting public responses and official clarifications. 
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Abstraksi 

  

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang berperan 

penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. 

Salah satu pajak yang berdampak langsung pada masyarakat 

adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada tahun 2025, 

pemerintah Indonesia menetapkan kenaikan tarif PPN dari 11% 

menjadi 12% melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini memicu beragam respons 

publik dan menjadi perhatian media massa. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis bagaimana Kompas.com membingkai isu kenaikan 

PPN 12%. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif dengan analisis framing Robert N. Entman yang 

mencakup empat elemen: definisi masalah, penyebab, penilaian 

moral, dan rekomendasi solusi. Data berupa sepuluh artikel 

Kompas.com periode Desember 2024–Januari 2025. Hasil 

menunjukkan bahwa pemberitaan mengandung nilai proximity, 

conflict and controversy, serta prominence, serta membingkai 

kebijakan sebagai keputusan sah negara dengan tetap 

menampilkan reaksi publik dan klarifikasi pemerintah. 

Kata Kunci: Framing, PPN 12%, Media Online, Kompas.com 
 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang dan Permasalahan 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang 

berperan penting dalam pembiayaan pembangunan, pelayanan 

publik, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di Indonesia, 

kontribusi pajak terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) sangat dominan, yakni mencapai sekitar 80% dari 

total pendapatan negara.  
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Gambar 1. 1 Realisasi Penerimaan Pajak 2024 

Sumber: Laporan APBN Kinerja Nyata, 2024 

 

Salah satu penyumbang terbesar ialah Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) yang pada 2024 mencapai Rp707,76 triliun dan tumbuh 

6,11% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, pemerintah 

Indonesia secara resmi menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 

12% melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(UU HPP). Kebijakan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu 

negara dengan tarif PPN tertinggi di kawasan Asia Tenggara. 

Kenaikan tarif PPN tersebut memunculkan beragam respons di 

masyarakat. Pemerintah memandang kebijakan ini sebagai 

langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dan 

mendukung pembangunan nasional. Namun, sebagian masyarakat 

menilai kebijakan ini berpotensi menurunkan daya beli, khususnya 

bagi kelompok berpenghasilan menengah ke bawah. Perbedaan 

perspektif ini menjadikan isu kenaikan PPN sebagai topik yang 

kontroversial dan banyak diperbincangkan di ruang publik. 

Dalam konteks tersebut, media massa khususnya media online 

tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga 

sebagai aktor yang membentuk cara pandang publik. Melalui 

framing, media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari 

realitas sehingga dapat mengarahkan interpretasi khalayak 

(Entman, 1993). Oleh karena itu, pemberitaan mengenai kenaikan 

PPN tidak bersifat netral, melainkan merupakan hasil konstruksi 
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media yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap 

kebijakan tersebut. 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merujuk pada beberapa studi sebelumnya yang 

menggunakan analisis framing Robert N. Entman untuk membahas 

cara media membingkai isu publik. Penelitian terdahulu 

mencakup: pemberitaan kebijakan COVID-19 di media lokal 

Beritajatim.com dan Jawapos.com (Hartanto et al., 2021), framing 

hak reproduksi perempuan di Kompas.com (Pascarina et al., 2023), 

pemberitaan buzzer politik di Tempo.co (Siregar & Qurniawati, 

2022), kasus terorisme di Detik.com (Anipar & Rachmaria, 2022), 

dan kasus korupsi Bansos di Kompas.com dan BBC Indonesia 

(Leliana et al., 2021). 

Kesamaan dari studi-studi tersebut terletak pada penggunaan 

pendekatan framing Entman dengan empat dimensi: 

mendefinisikan masalah, menelusuri penyebab, memberikan 

penilaian moral, dan menyarankan solusi. Perbedaannya adalah isu 

dan media yang dianalisis, mulai dari kebijakan daerah, hak 

reproduksi, politik, terorisme, hingga korupsi. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus pada pemberitaan 

Kompas.com mengenai kenaikan PPN 12%, yakni kebijakan 

ekonomi nasional, sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan 

bahwa framing media berperan dalam membentuk persepsi publik 

terhadap berbagai isu, seperti kebijakan COVID-19, politik, 

hingga kasus hukum. Namun, kajian framing dalam konteks 

kebijakan fiskal, khususnya terkait pemberitaan kenaikan PPN di 

media online Indonesia, masih relatif terbatas. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana Kompas.com membingkai isu kenaikan PPN 

12% berdasarkan model framing Robert N. Entman? 
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2. Apa kecenderungan framing yang muncul dalam 

pemberitaan tersebut? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan 

framing yang digunakan oleh Kompas.com dalam memberitakan 

kenaikan PPN 12% dengan menggunakan model analisis framing 

Robert N. Entman. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengidentifikasi kecenderungan framing yang muncul dalam 

pemberitaan terkait kebijakan tersebut. 

 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi-kualitatif dengan 

paradigma konstruktivis. Pendekatan kuasi-kualitatif dipilih 

karena penelitian tidak sepenuhnya bersifat eksploratif, melainkan 

tetap menggunakan kerangka teori sebagai acuan analisis secara 

deduktif (Bungin, 2022). Paradigma konstruktivis digunakan 

karena penelitian ini memandang realitas sosial sebagai hasil 

konstruksi media melalui bahasa, narasi, dan representasi 

(Littlejohn et al., 2017). Paradigma konstruktivis digunakan karena 

penelitian ini memandang bahwa realitas dalam pemberitaan 

media merupakan hasil konstruksi yang dibentuk melalui bahasa 

dan narasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan analisis 

framing untuk mengidentifikasi bagaimana Kompas.com 

mengonstruksi dan menonjolkan aspek tertentu dari isu kenaikan 

PPN 12%. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

memahami bagaimana media membingkai realitas, khususnya 

dalam pemberitaan kenaikan PPN 12% di Kompas.com. Fokus 

penelitian tidak pada pengalaman individu, melainkan pada 

analisis teks media. Dalam penelitian ini, peneliti memposisikan 

diri sebagai analis yang menafsirkan konstruksi media secara kritis 
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melalui pendekatan framing, dengan tetap menjaga konsistensi 

analisis berdasarkan kerangka teori yang digunakan. 

B. Sumber Data Penelitian 

Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data 

primer berupa sepuluh berita dari Kompas.com yang diterbitkan 

pada periode 16 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025 terkait 

kenaikan PPN 12%. Berita tersebut diperoleh dari indeks headline 

pada laman https://indeks.kompas.com/, yang merepresentasikan 

isu dengan tingkat visibilitas dan kepentingan tinggi dalam periode 

tersebut. 

Pemilihan data dilakukan menggunakan teknik purposive 

sampling, dengan kriteria: 

1. Berita yang secara langsung membahas kebijakan PPN 12%. 

2. Berita yang muncul pada indeks headline Kompas.com 

dalam periode penelitian. 

3. Memiliki nilai berita seperti proximity, conflict and 

controvery, dan prominence. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan melalui teknik 

dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menyeleksi teks 

berita dari Kompas.com. Proses pengumpulan data dilakukan 

melalui beberapa tahap: (1) penelusuran berita pada laman indeks 

headline https://indeks.kompas.com/ sesuai periode penelitian, (2) 

seleksi berita berdasarkan relevansi dan nilai berita, serta (3) 

dokumentasi berita yang terpilih sebagai objek analisis. 

Dalam proses ini, teori konstruksi realitas sosial dan nilai berita 

digunakan sebagai dasar dalam memahami dan memilih data yang 

sesuai dengan fokus penelitian. 

D. Metode Analisis Data 

Analisis data menggunakan pendekatan analisis framing 

model Robert N. Entman. Framing digunakan untuk 

memahami bagaimana media mengonstruksi realitas melalui 

https://indeks.kompas.com/
https://indeks.kompas.com/
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seleksi dan penekanan aspek tertentu dalam pemberitaan 

(Eriyanto, 2015). 

Model Entman terdiri dari empat elemen utama, yaitu: 

1. Define Problems (pendefinisian masalah),  

2. Diagnose Causes (penentuan penyebab),  

3. Make Moral Judgment (penilaian moral), dan  

4. Treatment Recommendation (rekomendasi 

penyelesaian).  

Unit analisis dalam penelitian ini adalah teks berita, 

dengan fokus pada isi berita (body text), khususnya narasi 

dan kutipan pernyataan narasumber yang digunakan untuk 

mengidentifikasi elemen framing berdasarkan model Robert 

N. Entman. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi 

keempat elemen tersebut dalam teks berita untuk mengetahui 

bagaimana Kompas.com membingkai isu kenaikan PPN 

12%. 

E. Keabsahan Data 

Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui 

validitas dan reliabilitas (Sugiyono, 2022). Validitas 

dilakukan melalui uji kredibilitas, dengan cara pengamatan 

secara mendalam, analisis data hingga mencapai kejenuhan, 

serta pembatasan ruang lingkup penelitian agar sesuai 

dengan fokus kajian. 

Sementara itu, reliabilitas (dependability) dilakukan 

melalui proses audit oleh dosen pembimbing terhadap 

seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data 

hingga penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara 

sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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III. PEMBAHASAN 

A. Gambaran Subjek dan Objek Penelitian 

   Subjek penelitian adalah media online Kompas.com, portal 

berita nasional yang berdiri sejak 14 September 1995 sebagai 

Kompas Online. Sejak 1998, Kompas.com menjadi unit bisnis 

mandiri di bawah PT Kompas Cyber Media dan melakukan 

rebranding pada 2008. Media ini dikenal kredibel, independen, dan 

menjadi salah satu rujukan utama masyarakat dalam memperoleh 

informasi (About Us - Kompas.Com, n.d.).  

   Objek penelitian adalah framing pemberitaan terkait kenaikan 

PPN 12% di Indonesia yang dimuat Kompas.com antara Desember 

2024 hingga Januari 2025. Analisis menggunakan model framing 

Robert N. Entman, mencakup empat fungsi: pendefinisian 

masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi 

solusi. Tujuan analisis adalah mengungkap bagaimana 

Kompas.com membingkai isu kebijakan fiskal tersebut. 

 

B. Analisis Data dan Pembahasan 

 Penelitian ini menganalisis 10 berita Kompas.com terkait 

kenaikan PPN 12 persen yang terbit pada periode 16 Desember 

2024 hingga 2 Januari 2025. Berita dipilih berdasarkan relevansi 

isu, status sebagai headline news, dan nilai berita. Rentang waktu 

ditentukan mulai dari pengumuman resmi kebijakan hingga 

penerapan dan klarifikasi pemerintah, saat pemberitaan mencapai 

puncak respons publik. Berdasarkan hasil pengelompokan, 

keseluruhan berita tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga 

kecenderungan framing utama, yaitu legitimasi kebijakan negara, 

penolakan publik, serta klarifikasi dan penenangan pemerintah.  

 Oleh karena itu, peneliti memilih tiga berita yang dianggap 

paling representatif untuk mewakili masing-masing 

kecenderungan framing tersebut sebagai data utama analisis. 
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 Analisis dilakukan menggunakan model framing Robert N. 

Entman dengan empat elemen, yaitu define problems, diagnose 

causes, make moral judgement, dan treatment recommendation.  

 Melalui tahapan ini, peneliti menguraikan bagaimana setiap 

berita membingkai isu kenaikan PPN 12 persen, mulai dari 

pendefinisian masalah hingga solusi yang ditawarkan dalam teks 

berita. 

Berita pertama merepresentasikan framing kebijakan 

sebagai keputusan negara yang sah dan struktural: 

Judul Berita 1: “PPN 12 Persen Jadi Berlaku, Ini Pemanis yang 

Diberikan Pemerintah untuk Masyarakat Kelas Bawah”  

Tanggal Terbit: 16 Desember 2024 
Tabel 1. Analisis Framing Robert N. Entman-Berita 1 

Model Framing Isi Berita 

Define Problems - “Pemerintah akan tetap memberlakukan tarif pajak 

pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen mulai 1 Januari 

2025.” (paragraf 1) 

 

- (Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, 

Airlangga) “Pemerintah akan tetap menaikkan tarif PPN 

menjadi 12 persen terhitung sejak 1 Januari 2025.” 

(paragraf 12) 

Diagnose Causes - “Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 

(HPP).” (p13) 

 

- (Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) 

“Sesuai dengan amanat UU tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, 

tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12 persen per 1 

Januari,” ucap Airlangga Hartarto. (p14) 

 

Make Moral 

Judgement 

- "Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga 

Hartarto membeberkan, untuk masyarakat kelas bawah, 

pemerintah memberikan "pemanis" ke dalam tiga bentuk 

kebijakan." (p3) 
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Treatment 

Recommendation 

- (Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) 

“Pemerintah memberikan insentif pajak ditanggung 

pemerintah (DTP) sebesar 1 persen terhadap tiga barang 

pokok penting, yakni minyak kita, tepung terigu, dan gula 

industri.” (p4) 

. 

Sumber: diolah peneliti, 2025 

 

Berdasarkan analisis framing Robert N. Entman, 

pemberitaan Kompas.com menempatkan kenaikan PPN 12 persen 

sebagai kebijakan negara yang bersifat wajib karena merupakan 

amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU 

HPP). Penekanan pada aspek legalitas ini menunjukkan bahwa 

kebijakan diposisikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari, 

sehingga ruang perdebatan publik menjadi terbatas. 

Namun, pemberitaan tidak berhenti pada legitimasi semata. 

Kompas.com juga menonjolkan penggunaan istilah “pemanis” 

sebagai representasi upaya pemerintah dalam mengurangi dampak 

kebijakan terhadap masyarakat kelas bawah. Secara simbolik, 

“pemanis” merepresentasikan sesuatu yang ditambahkan untuk 

meredam dampak yang terasa pahit, sehingga kenaikan PPN 

dibingkai sebagai kebijakan yang tetap dapat diterima karena 

disertai kompensasi. 

Melalui pembingkaian ini, Kompas.com tidak sepenuhnya 

berada pada posisi netral, melainkan turut mereproduksi narasi 

pemerintah dengan menampilkan kebijakan sebagai bentuk 

keseimbangan antara kepentingan fiskal dan perlindungan sosial. 

Dengan demikian, perhatian pembaca diarahkan pada upaya 

mitigasi dampak, bukan pada potensi beban ekonomi yang 

ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. 

 

Berita kedua merepresentasikan framing penolakan publik 

terhadap kebijakan kenaikan PPN 12 persen, yang menempatkan 

masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung oleh 
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kebijakan tersebut. Perspektif ini terlihat melalui munculnya petisi 

penolakan yang ditandatangani oleh puluhan ribu masyarakat 

sebagai bentuk resistensi terhadap kebijakan pemerintah. 

 

Judul Berita 2: “Muncul Petisi Tolak PPN 12 Persen, 90 Ribu 

Orang Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan”  

Tanggal Terbit: 19 Desember 2024 
Tabel 2. Analisis Framing Robert N. Entman-Berita 2 

Model Framing Isi Berita 

Define Problems - “Gelombang penolakan terhadap kenaikan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen terus 

menggema.” (p1) 

 

- “Sebuah petisi berjudul ‘Pemerintah, Segera Batalkan 

Kenaikan PPN!’ yang diunggah di situs Change.org telah 

ditandatangani lebih dari 90 ribu orang.” (p2) 

 

- “Hingga Kamis (19/12/2024) pukul 08.28 WIB, jumlah 

tanda tangan mencapai 94.540 orang.” (p3) 

Diagnose Causes - (Menurut Petisi Bareng Warga) “Kenaikan ini dianggap 

semakin memperberat beban masyarakat, terutama karena 

harga barang kebutuhan pokok dipastikan ikut naik.” (p6) 

 

- (Menurut Data Badan Pusat Statistik) “Angka 

pengangguran terbuka masih tinggi, mencapai 4,91 juta 

orang.” (p7) 

 

- (Menurut Data Badan Pusat Statistik) “Mayoritas pekerja 

Indonesia—sekitar 57,94 persen dari total 144,64 juta 

tenaga kerja—masih berada di sektor informal, dengan 

penghasilan yang tak menentu.” (p8) 

 

- “Berdasarkan kebijakan pemerintah, mulai 1 Januari 

2025, PPN 12 persen akan dikenakan pada beberapa 

barang dan jasa, di antaranya layanan kesehatan VIP, ...” 

(p13) 

Make Moral 

Judgement 

- “Hidup layak memerlukan biaya sekitar Rp14 juta per 

bulan, jauh di atas UMP Jakarta tahun 2024 yang hanya 

Rp5,06 juta.” (p10) 
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- “Kenaikan PPN dinilai akan semakin menekan daya beli 

masyarakat yang terus menurun sejak Mei 2024.” (p11) 

- “Sebelum luka masyarakat kian menganga, sebelum 

tunggakan pinjaman online membesar, pemerintah perlu 

membatalkan kenaikan ini,” tulis Bareng Warga dalam 

petisinya. (p12) 

- “Kebijakan ini diperkirakan mampu menyerap hingga 

Rp75 triliun pendapatan negara, namun kekhawatiran akan 

dampaknya pada kesejahteraan masyarakat tetap tinggi.” 

(p14) 

Treatment 

Recommendation 

- (Menurut Akun Bareng Warga) “Petisi ini dibuat oleh 

akun Bareng Warga sejak 19 November 2024, dengan 

tujuan mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera 

membatalkan kenaikan PPN yang akan berlaku mulai 1 

Januari 2025.” (p4) 

Sumber: diolah peneliti, 2025 

 Berdasarkan analisis framing model Robert N. Entman, berita 

berjudul “Muncul Petisi Tolak PPN 12 Persen” membingkai 

kenaikan PPN 12 persen sebagai kebijakan yang memicu resistensi 

publik luas. Masalah utama ditampilkan melalui munculnya petisi 

penolakan yang telah ditandatangani sebanyak 94.540 orang, 

sehingga menunjukkan bahwa isu ini telah berkembang menjadi 

perhatian publik yang signifikan. Kompas.com tidak hanya 

menampilkan jumlah dukungan, tetapi juga memperkuatnya 

dengan narasi sosial-ekonomi yang melatarbelakangi penolakan 

tersebut. 

 Pada aspek diagnose causes, penolakan dikaitkan dengan 

kondisi ekonomi masyarakat yang belum stabil, seperti tingginya 

angka pengangguran, dominasi pekerja sektor informal dengan 

penghasilan tidak menentu, serta potensi kenaikan harga 

kebutuhan pokok. Dengan demikian, penolakan dibingkai bukan 

sebagai reaksi emosional semata, melainkan sebagai respons 

rasional terhadap tekanan ekonomi yang nyata. 

 Pada aspek make moral judgement, penggunaan diksi “luka 

masyarakat kian menganga” menjadi elemen kunci dalam 
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membangun makna. Metafora ini merepresentasikan penderitaan 

ekonomi yang bersifat berkelanjutan dan berpotensi semakin 

parah. Selain itu, kontras antara potensi penerimaan negara dan 

kondisi masyarakat menunjukkan adanya ketegangan antara 

kepentingan fiskal negara dan kesejahteraan publik. 

 Secara keseluruhan, framing yang dibangun menempatkan 

masyarakat sebagai pihak yang terdampak, sekaligus memperkuat 

legitimasi kritik terhadap kebijakan pemerintah. 

 

 Berita ketiga akan menunjukkan perspektif pemerintah sebagai 

aktor utama dalam memberikan klarifikasi kebijakan kenaikan 

PPN 12 persen. Berita ini merepresentasikan bagaimana 

pemerintah membingkai kebijakan tersebut sebagai keputusan 

yang telah dipertimbangkan serta berupaya menenangkan 

kekhawatiran publik melalui penegasan batasan penerapannya. 

 

Judul Berita 3: “Kado Tahun Baru dari Prabowo: PPN 12 Persen 

Berlaku Hari Ini, Hanya untuk Barang Mewah” 

Tanggal Terbit: 1 Januari 2025 

 
Tabel 3. Analisis Framing Robert N. Entman – Berita 3 

Model Framing Isi Berita 

Define Problems - “Sesuai kesepakatan pemerintah Indonesia dengan DPR 

tahun 2021, kenaikan tarif dilakukan secara bertahap dari 

10 persen menjadi 11 persen mulai 1 April 2022, kemudian 

naik kembali menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025.” (p35) 

 

Diagnose Causes - (Menurut Presiden Prabowo Subianto) “Ia merasa perlu 

menyampaikan keterangan pers untuk menghilangkan 

keraguan masyarakat ketika pemerintah menaikkan tarif 

PPN alih-alih membatalkannya ketika penolakan terjadi 

secara meluas." (p4) 

Make Moral 

Judgement 

- "Presiden Prabowo Subianto memberikan kado Tahun 

Baru 2025, yakni menaikkan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) sebesar 12 persen mulai Rabu (1/1/2025)." (p1) 
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- “Prabowo menegaskan, pemerintah tetap tidak akan 

mengenakan tarif PPN 12 persen pada barang kebutuhan 

pokok yang selama ini berlaku tarif PPN 0 persen.” (p13) 

Treatment 

Recommendation 

- "(Menurut Presiden Prabowo Subianto) untuk barang dan 

jasa selain yang tergolong barang mewah, tidak ada 

kenaikan PPN." (p21) 

 

- “Untuk melengkapi itu, pemerintah telah berkomitmen 

memberi paket stimulus atau bantuan senilai Rp 38,6 

triliun.” (p27) 

 

- (Menurut Presiden) “Ia pun belajar dari pemerintahan 

sebelumnya, bahwa setiap kebijakan perpajakan harus 

selalu mengutamakan kepentingan rakyat secara 

keseluruhan, perlindungan daya beli rakyat, serta 

mendorong pemerataan ekonomi.” (p32) 

Sumber: diolah peneliti, 2025 

    Berdasarkan hasil analisis framing menggunakan model 

Robert N. Entman, berita berjudul “Kado Tahun Baru dari 

Prabowo: PPN 12 Persen Berlaku Hari Ini, Hanya untuk Barang 

Mewah” membingkai kenaikan PPN 12 persen sebagai kebijakan 

negara yang telah direncanakan secara struktural, namun 

dikomunikasikan melalui strategi simbolik untuk meredam 

resistensi publik. Pada aspek define problem, kenaikan PPN 

diposisikan sebagai konsekuensi dari kebijakan jangka panjang 

hasil kesepakatan pemerintah dan DPR sejak 2021, sehingga 

membentuk persepsi bahwa kebijakan ini tidak bersifat tiba-tiba, 

melainkan inevitabel. 

 Pada aspek diagnose causes, munculnya polemik dikaitkan 

dengan kebingungan dan penolakan masyarakat, yang kemudian 

dijawab melalui intervensi langsung Presiden sebagai aktor 

otoritatif. Hal ini menunjukkan adanya upaya pengendalian narasi 

oleh negara dalam merespons tekanan publik. 

 Pada aspek make moral judgement, penggunaan diksi “kado” 

menjadi strategi framing yang signifikan. Istilah ini menggeser 

makna kebijakan dari beban fiskal menjadi sesuatu yang seolah 

bernilai positif dan layak diterima. Namun, framing ini sekaligus 
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berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan dengan menutupi 

potensi dampak negatif kebijakan melalui narasi perlindungan, 

seperti pengecualian barang kebutuhan pokok. 

 Sementara itu, pada aspek treatment recommendation, solusi 

difokuskan pada pembatasan PPN hanya untuk barang mewah 

serta pemberian stimulus Rp 38,6 triliun. Secara keseluruhan, 

Kompas.com tidak sepenuhnya netral, melainkan mereproduksi 

narasi pemerintah dengan mengedepankan legitimasi kebijakan 

sekaligus menjaga citra keberpihakan pada masyarakat. 

 

Pola Framing Kompas.com 

 Pola framing dalam ketiga berita menunjukkan bahwa 

Kompas.com tidak sekadar merepresentasikan realitas secara 

netral, melainkan secara konsisten membangun tiga arah utama, 

yaitu legitimasi kebijakan negara, penonjolan kegelisahan publik, 

dan klarifikasi melalui otoritas pemerintah. Namun, ketiga framing 

tersebut tidak berdiri secara seimbang. Meskipun terdapat ruang 

bagi suara masyarakat, pemberitaan tetap didominasi oleh narasi 

resmi pemerintah yang menempatkan kebijakan sebagai sesuatu 

yang rasional, terstruktur, dan pada akhirnya dapat diterima. 

 Secara ideologis, hal ini menunjukkan kecenderungan media 

dalam menjaga stabilitas wacana publik dengan tidak sepenuhnya 

mengonfrontasi kebijakan negara. Kritik terhadap dampak 

kebijakan memang dihadirkan, tetapi cenderung dibatasi pada 

level deskriptif dan tidak berkembang menjadi kritik struktural 

terhadap relasi kuasa antara negara dan masyarakat. Dengan kata 

lain, framing yang dibangun tidak sepenuhnya berpihak pada 

masyarakat, melainkan berada pada posisi moderat yang tetap 

mengakomodasi kepentingan negara. 

 Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa media berperan 

sebagai mediator yang menyeimbangkan antara kepentingan 

publik dan legitimasi kebijakan, namun sekaligus berpotensi 

mereduksi kedalaman kritik terhadap kebijakan fiskal yang 
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berdampak luas. Oleh karena itu, arah framing tersebut perlu 

dipahami tidak hanya sebagai pilihan editorial, tetapi juga sebagai 

bagian dari praktik ideologis media dalam membentuk persepsi 

publik terhadap kebijakan ekonomi. 

 

 
Gambar 3.1 Bagan Framing Pemberitaan Kenaikan PPN 12% pada Kompas.com 

Sumber: Diolah peneliti, 2025 

 

     Bagan di atas menjabarkan kembali bahwa pemberitaan 

mengenai kebijakan kenaikan PPN 12 persen di Kompas.com tidak 

hanya dipengaruhi oleh satu nilai berita, melainkan oleh beberapa 

nilai berita yang saling berkaitan, yaitu proximity, conflict and 

controversy, dan prominence. Hal ini sejalan dengan konsep nilai 

berita yang menyatakan bahwa suatu peristiwa akan dipilih dan 

diberitakan media apabila dianggap memiliki nilai berita yang 

layak untuk disampaikan kepada publik (Eriyanto, 2015). Framing 

legitimasi kebijakan negara berkaitan dengan nilai berita proximity 

karena kebijakan PPN memiliki kedekatan langsung dengan 

kehidupan ekonomi masyarakat. Sementara itu, nilai conflict and 

controversy muncul pada pemberitaan yang menyoroti penolakan 

publik dan polemik politik terkait kebijakan tersebut. Adapun nilai 

prominence terlihat melalui penonjolan pernyataan tokoh-tokoh 
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penting pemerintah dalam memberikan klarifikasi dan penjelasan 

mengenai kebijakan PPN 12 persen. Dengan demikian, ketiga nilai 

berita tersebut saling berperan dalam membentuk cara 

Kompas.com membingkai isu kenaikan PPN 12 persen di 

Indonesia. 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan analisis framing terhadap tiga berita 

Kompas.com mengenai kenaikan PPN 12 persen, dapat 

disimpulkan bahwa media ini membangun tiga kecenderungan 

utama, yaitu legitimasi kebijakan negara, penonjolan respons dan 

kegelisahan publik, serta klarifikasi melalui otoritas pemerintah. 

Ketiga pola framing tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan 

tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berperan dalam 

membentuk pemaknaan publik terhadap kebijakan fiskal yang 

diberitakan. 

Secara keseluruhan, framing yang dibangun Kompas.com 

cenderung berada pada posisi moderat, di mana kritik terhadap 

kebijakan memang dihadirkan melalui suara publik, namun tetap 

diimbangi oleh dominasi narasi pemerintah yang berfungsi 

menjaga legitimasi kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa media 

tidak sepenuhnya netral, melainkan turut mereproduksi 

keseimbangan wacana yang tetap selaras dengan stabilitas 

kebijakan negara. 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan 

beberapa media guna melihat perbedaan kecenderungan ideologis 

dalam pemberitaan isu kebijakan publik, serta dapat 

mengombinasikan analisis framing dengan pendekatan lain seperti 

analisis wacana kritis atau wawancara redaksi agar diperoleh 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses produksi 

berita. 
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